BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

"PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3l TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan
tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan :
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah Aceh;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten
dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1330);

9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016
Nomor 251 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN = PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2,

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil,

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Singkil;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Singkil;
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Sekretariat adalah  Sekretariat Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil;

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Singkil;

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil;

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Singkil;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

(1)

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan
unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang
Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
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(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
. Bidang Perlindungan Anak;

Bidang  Pengendalian  Penduduk Penyuluhan dan

Penggerakan; ’

f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

d.
€.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang
Ekonomi;
b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang
Sosial, Politik dan Hukum;
c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang
Kualitas Keluarga.
(4) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Pencegahan, Perlindungan, Pemberdayaan dan
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
b. Seksi Perlindungan Anak;
c. Seksi Pemenuhan Hak anak.

(5) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB;
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

(6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, terdiri
dari:

a. Seksi Jaminan Ber-KB;
b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
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Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 3
Dinas

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang;

c. perumusan Kkebijakan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di
lingkup Dinas;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

kewenangan sebagaimana berikut :

a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan
bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan
minimal dalam bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;
C. menyusun rencana dan program kerja di bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. mengawasi teknis pelaksanaan seluruh peraturan
perundang-undangan di bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi
dan atau lembaga terkait di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

f. melakukan koordinasi dalam rangka  pemberian
rekomendasi dan standarisasi di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.
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Paragraf 4
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan
perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

a o

koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di
bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
pemberian  dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan,  kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan,

pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program,
dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan
administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan,
pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga,
kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
di bidang pemberdayaan perempuan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga,

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, polittk hukum dan kualitas
keluarga;
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g pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

h. penyiapan perumusan  kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga; ’

i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

J. penyiapan perumusan Kkajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

0. penyiapan standarisasi. lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan;

p. penyiapan periguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak; dan

q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga;

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pengarusutamean Gender dan Pemberdayaan Bidang
Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan
pemantauan serta evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Bidang Ekonomi;

(2) Seksi Pengarusutamsan Gender dan Pemberdayaan Bidang

Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di
bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang
Sosial, Politik dan Hukum;
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(3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pembterdayaan Bidang
Kualitas Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang Kualitas
Keluarga; '

Paragraf 7
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 11

(1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan
: penyusunan, pelaksanaun kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perlindungan
Anak; '

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perlindungar Anak mempunyai fungsi:

a.

penyiapan perumusan Kebijakan, forum koordinasi
penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan serta
fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

penyiapan bahan peinberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bid ing perlindungan khusus anak;

penyiapan perumusan Kkebijakan, forum koordinasi
penyusunan Kebijakan, perumusan kajian kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan serta
fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informesi kekerasan terhadap perempuan dan
anak; ‘

penyiapan  perumusan -~ kebijakan, forum koordinasi
penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasipenerapan kebijakan serta
fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya; ‘

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;
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- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;

k. penyiapan perumusan _ kebijakan, forum koordinasi
penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakari, fasilitasi,
sosialisasi- dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenunan hak anak;

1. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak
anak;

m. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha,;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningatan kualitas hidup anak; dan

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi  Pencegahan, Perlindungan, Pemberdayaan dan
Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi di bidang Pencegahan, Perlindungan, Pemberdayaan
dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Ar.ak;

(2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan tc¢knis dan pemantauan serta evaluasi di
bidang Perlindungan Anak;

(3) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di
bidang Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 8
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Pasal 13

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan di kabupaten;
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan mempunyai fungsi: ;

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang
pengendalian wvenduduk, sistem informasi keluarga,
Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di hidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendelian penduduk,
sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan bicang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
penduduk;

e. Pelaksanaan  pemetaan perkiraan (parameter)
pengendalian penduduk di Kabupaten;

f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berer.cana ;

g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/PLKB;)

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j. FPelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan

menyiapkan  bahan  pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan

~ kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi
dan penggerakan;

(2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB mempunyai tugas
menyiapkan  bahan  pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan

" PKB/PLKB dan IMP;

(3) Seksi Pengendalian 1enduduk dan Informasi Keluarga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
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Paragraf @
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
- Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi dibidang pelaksanaan keluarga
berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga di
kabupaten;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluargamempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan
kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga,;

d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
Pelaksanaan Pclayanan KB di Kabupaten,;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan

ketahanan remaja;

g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang  Bina
Keluarga Lansia dan rentan,;

h. Pelaksanaan  kebijakan  teknis daerah  dibidang
pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro
keluarga;

. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;

j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
Keluarga Berericana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

1. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

o

Pasal 16

(1) Seksi Jaminan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan
dan evaluasi jaminan ber -KB;

(2) Seks: Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan
ber -KB;

- (3) Seksi Ketahanan dan Xesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan
kesejahteraan keluarga. '

£
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| BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompck sesuai dengan
bidang keahliannya,

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,;

(3) Jumlah Jabatan Fungsicnal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
- dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala
Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan
dari Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 21

“Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama
dengan eselonering Ib;

b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering
IIIa;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan
eselonering IIlb;

Kl
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d.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
pengawas dengan eselonering [Va.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang,
Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya,
sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas wajib
melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili
Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Kepaia Dinas menunjuk salah seorang Kepala
Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah
seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 24

~ Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing

pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperluk: n untuk melaksanakan kegiatan Dinas
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagan Struktur Organisesi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemangku Jahatan Struktural di Lingkungan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 28
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pﬁ@@ Desember 2016 M
Yy abiul Awal 1438 H

EH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
ZapWKAB( X 29 Rabiul Awal 1438 H




ueeUIqUad SLED !

\ Suns8ue uesejly sLren :
« : we8ueIaladl]
aldn
~_V |«
voAVNTaA e vOAVNTAN ISVINAOANI MVNV 3VH NVHONANEd VOIVNIEN SYLITYNY DNVAId
NVYVIELHVCESEN B NVNVHV.LEN INANANEd NVITYANIONED Syas NVVAVQEENEd NVA 33ANID |
ISY3S IS3ds NVVYAVLASNIVONEL ISHES
WMINH
01 - 334 g31d NVVAVAIIgGNEd NVd JMILF10d “TVISOS DNVAId
NVVINESEM NVVNIEWA ISHES | | % NVHNTNANE ISHAS AVNV NVONNQNITIAd ISH3S NVVAVQIIEGNEd ‘FIANID | |
NVVAVLNSNIVONId ISHIES
MVNV NVA NVNdNFJdd
. [NONOMA DNVCIg
_ NVIVIEDONAd NVSVIENEN NVNVONVYNId NVd
€01 - 43E NVNINVI ISHES - NVd ISVIOAQV ISHIS NVYVAVQAIGNAd ‘NYONNANITIED Z“%Fﬁmw@ww”um QMMMMMO ey
‘NVHVOIONE ISHIES :
| oz L \ P
VDAVATIA NWIVIZOONId NVOdWFIEd
NVVIELHV rESEN NVA NYNVHV.LEN NVA NVHNTNANEd XNANANEd VNV NVONNANITIEd ONVAId NYVAVQNEENEd DNVAIE
‘YNVONJHEE VoI VN1 DNVAId NVITVAONZONAd DNVAIE
T = Y =)
ll'll'lIllIllllll"‘llllll'Jl'llllIlI"Ill'l|III|||I|III
|
NVIVMVOAdIA ISVNTVAY NVA NVYNVONJdEd
NVA NNAN NVIOVE 9NS NVONY.DY NVIDVE 805 NVIOVE 9NS "
- 1 NV.ILVEVL YOdNOTEN
SVYNIA VIVdaA

IDIONIS HAOV NALVANEVY VNVONIIFI VOIVNTEN NVA inand

IDIONIS HAOV NALVANGVY VNVONTIAL VOIVN T
NVA MNANANAd NVITVANIONAd SIVNV NVONNANITIEL

‘NVNdNTIHD

NVVAVAIAIINEd

NVA ISONNd SYONL ISVSINVOIO NVNASNS ‘NVINANdEA

SYNId V0 IdEd VIVL
DNVINIL

910¢ NOAHVL 1€ JOWON
HAOV ISNIAOAd

IDIDNIS HADV 1LvdNd NVANLVIEd

NVIIdAV'T

ISVSINVDIO dNIMNALS NVOVEH

NEd NVITVANIDONA VNV NVONNANITIEd ‘NVNJWTIAd NVYAVAIIGNED SYNIA




